PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 106/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2020
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PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
wcalonan nilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota;
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Mengingat

N

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang
Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik
Atau Gabungan Partai Pelitik Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undan

g Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

jdih.kpu.qgo.id/kepri/natuna



Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 6512);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapakali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 159);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bunati dan Wakil Bupati, dan/atan Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL/08.1-
Kpt/06/KPU/V /2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan
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Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL/08.1-
Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 /PL/08.1-
Kpt/06/KPU/ V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 258/PL.02-Kpt/01/VI/2020 tentang Penetapan

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
Nomor 87/HK.01-Kpt/2103/Kab/V /2019 tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
Nomor 89/HK.01-Kpt/2103/Kab/V /2019 tentang
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2019;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
Nomor 94 /HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X /2019 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 54/HK.03.1-
Kpt/2103/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
Nomor 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 Pedoman
Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Natuina Tahun 2020;
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Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna

Nomor 95/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pencalonan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan
Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor
83/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VII/2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Natuna Nomor 95/HK.03.1-
Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Natuna Tahun 2020;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna

Nomor 53/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020 tentang
Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Natuna Lanjutan Tahun 2020;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Natuna Nomor 482 /PK.01-
BA/2103/Kab/VIII/2020 pada tanggal 18 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NATUNA TAHUN 2020.

Menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagai berikut :

I

N

Jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Natuna Hasil Pemilu Tahun 2019 sebanyak 4 (empat) kursi;
atau

Jumlah perolehan suara sah paling sedikit 25% (dua puluh
lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam
Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2019 sebanyak 10.790 (sepuluh

ribu tujuh ratus sembilan puluh) suara.
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KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi
perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Jumlah Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik
pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 18 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

ttd
JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
NOMOR 106/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VIII /2020

TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NATUNA TAHUN 2020

JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019

JUMLAH JUMLAH
NO PARTAI POLITIK PEROLEHAN | PEROLEHAN
KURSI SUARA SAH

1. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA o 342

2. | PARTAI GERINDRA 3 4081
" PARTAI DEMOKRASI INDONESIA 3 8605

PERJUANGAN

4. | PARTAI GOLKAR 3 6926
5. | PARTAI NASDEM 2 4828
6. | PARTAI GARUDA 0 0

7. | PARTAI BERKARYA 0 225

8. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA o0 1003
9. | PARTAI PERINDO 1 2279
10. | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 2 4391
11. | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 0 31
12. | PARTAI AMANAT NASIONAL 3 7186
13. | PARTAI HANURA 2 3958
14. | PARTAI DEMOKRAT 2 4123
19. | PARTAI BULAN BINTANG 0 158

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN
20 INDONESIA 0 0
Jumlah Keseluruhan 20 43160

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 18 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
. . " KABUPATEN NATUNA
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN-NATUNA
Sekretaris, <, |

ttd

JUNAEDI ABDILAH
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